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PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA
BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUARAMUARAMUARAMUARA ENIM,ENIM,ENIM,ENIM,

Menimbang:a.bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume kerja dalam
rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka di pandang perlu
melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim;

b.bahwa Perubahan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.

Mengingat:1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3848);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan
bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2000 Nomor 32).

Dengan Persetujuan
DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUARAMUARAMUARAMUARA ENIMENIMENIMENIM

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::
Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal IIII



PeraturanDaerah Kabupaten Muara Enim Nomor 18 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim, yang diundangkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 32 tanggal 22 Desember 2000, di ubah sebagai berikut :

KetentuanKetentuanKetentuanKetentuan PasalPasalPasalPasal 6666 ayatayatayatayat (1)(1)(1)(1) HurufHurufHurufHuruf BBBB AngkaAngkaAngkaAngka 1,1,1,1, HurufHurufHurufHuruf CCCC AngkaAngkaAngkaAngka 1,1,1,1, 2,2,2,2, 3333
diubah,diubah,diubah,diubah, HurufHurufHurufHuruf CCCC AngkaAngkaAngkaAngka 4444 dihapus,dihapus,dihapus,dihapus, sertasertasertaserta hurufhurufhurufhuruf BBBB angkaangkaangkaangka 5555 diubahdiubahdiubahdiubah menjadimenjadimenjadimenjadi
hurufhurufhurufhuruf CCCC angkaangkaangkaangka 5,5,5,5, sehinggasehinggasehinggasehingga KeseluruhanKeseluruhanKeseluruhanKeseluruhan PasalPasalPasalPasal 6666 berbunyiberbunyiberbunyiberbunyi sebagaisebagaisebagaisebagai
berikutberikutberikutberikut ::::

“ Pasal 6

(1).Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
A.SekretarisDaerahSekretarisDaerahSekretarisDaerahSekretarisDaerah.
B. AsistenPemerintahanAsistenPemerintahanAsistenPemerintahanAsistenPemerintahan, membawahkan :
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Kecamatan;
c. Sub Bagian Otonomi Daerah.

2.Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari :
a.Sub Bagian Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
b.Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat;
c.Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan.

3.Bagian Hukum, terdiri dari :
a.Sub Bagian Perundang-undangan;
b.Sub Bagian Bantuan Hukum;
c.Sub Bagian Dokumentasi Hukum.



4.Bagian Organisasi, terdiri dari :
a.Sub Bagian Kelembagaan;
b.Sub Bagian Ketatalaksanaan;
c.Sub Bagian Analisa Jabatan.

C.AsistenAsistenAsistenAsisten AdministrasiAdministrasiAdministrasiAdministrasi, membawahkan :
1. Bagian Umum, terdiri dari :

a.Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Rumah Tangga;
c.Sub Bagian Humas dan Protokol;
d.Sub Bagian Perlengkapan.

2. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
a.Sub Bagian Perekonomian I;
b.Sub Bagian Perekonmian II;
c.Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
d.Sub Bagian Pelaporan.

3. Bagian Keuangan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran Rutin;
b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
c. Sub Bagian Perbendaharaan;
d. Sub Bagian Pembukuan;
e. Sub Bagian Verifikasi.

4. Dihapus.

5. Bagian Kesejahteraan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.



D.D.D.D. KELOMPOKKELOMPOKKELOMPOKKELOMPOK JABATANJABATANJABATANJABATAN FUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONALFUNGSIONAL.

(2). Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Sebagaimana tercantum pada
Lampiran Peraturan Daerah ini.

PasalII

PeraturanDaerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim.

Ditetapkan di Muara
Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUARAMUARAMUARAMUARA ENIMENIMENIMENIM

AHMADAHMADAHMADAHMAD SOFJANSOFJANSOFJANSOFJAN EFFENDIEEFFENDIEEFFENDIEEFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUARAMUARAMUARAMUARA ENIMENIMENIMENIM

MUHAMMADMUHAMMADMUHAMMADMUHAMMAD AKIPAKIPAKIPAKIP YOENOESYOENOESYOENOESYOENOES


